
WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN  WALI KOTA BATU

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa  untuk  mewujudkan  sinkronisasi,  efisiensi,

dan kewajaran harga dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah  secara  nasional,  maka  Pemerintah

Daerah berkewajiban menyelaraskan standar harga

di tingkat lokal; 

b. bahwa  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  komponen

belanja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada

Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  Tahun  Anggaran  2025,  perlu  dilakukan

perubahan standar harga satuan barang/jasa, serta

menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun  2025  tentang  Standar  Harga  Satuan

Regional; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Wali  Kota Nomor 14 Tahun

2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran

2025;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2001  tentang

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik

Indonesia   Tahun   2001   Nomor  91,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

SALINAN
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3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000

tentang  Kedudukan Keuangan Kepala  Daerah dan

Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2000  Nomor  210,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir

dengan Peraturan Presiden  Nomor 46 Tahun 2025

tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Satuan Regional; 

8. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri  bagi  Pejabat  Negara,  Pegawai  Negeri,  dan

Pegawai  Tidak  Tetap  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  119

Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan

Menteri  Keuangan  Nomor  113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  77 Tahun

2020 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat  Nomor  8  Tahun  2023  tentang  Pedoman

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024

tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun  Anggaran

2025;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan  Wali  Kota  Batu  Nomor  14  Tahun 2024

tentang  Standar  Harga  Satuan  Barang/Jasa  di

Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran

2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

atas  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  14  Tahun  2024

tentang  Standar  Harga  Satuan  Barang/Jasa  di

Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran

2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN  KEDUA  ATAS  PERATURAN  WALI  KOTA
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Batu

Nomor 14 Tahun 2024 tentang  Standar Harga Satuan

Barang/Jasa di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Batu

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan  Wali  Kota  Nomor  1  Tahun  2025  tentang

Perubahan atas Peraturan Wali  Kota Nomor 14 Tahun

2024  tentang  Standar  Harga  Satuan  Barang/Jasa  di

Lingkungan  Pemerintah  Kota  Batu  Tahun  Anggaran

2025 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran  I  ditambahkan  ketentuan  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

2. Lampiran  II  ditambahkan  ketentuan  sebagaimana

tercantum  dalam  Lampiran  II  yang  merupakan

bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Wali  Kota

ini;

3. Lampiran  III  ditambahkan  ketentuan  sebagaimana

tercantum  dalam  Lampiran  III  yang  merupakan

bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Wali  Kota

ini; dan

4. Lampiran  IV  ditambahkan  ketentuan  sebagaimana

tercantum  dalam  Lampiran  IV  yang  merupakan

bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Wali  Kota

ini.
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Pasal II

Peraturan  Wali  Kota  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal

diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Wali  Kota  ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

      
Ditetapkan di Batu

      pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 22/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Batu

${ttd}

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1

NIP. 19761005 200003 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

